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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of political connections, institutional 

ownership, and independent commissioners on tax aggressiveness. This type of 

research is quantitative research. The population in this study were energy 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2023. The 

sample of this study used purposive sampling technique by meeting certain 

criteria in accordance with the research objectives. The number of companies 

that became research samples was 14 companies. Data processing using Eviews 

13 with the help of Microsoft Excel by analyzing descriptive statistics, model 

selection test, classical assumption test, coefficient of determination, panel data 

regression analysis, F statistical test and t statistical test. The results showed that 

simultaneously political connections, institutional ownership, and independent 

commissioners had an effect on tax aggressiveness. Partially independent 

commissioners have an effect on tax aggressiveness. Meanwhile, political 

connections and institutional ownership have no effect on tax aggressiveness. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik, kepemilikan 

institusional, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 - 2023. Sampel 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan memenuhi kriteria 

tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian adalah 14 perusahaan. Pengolahan data menggunakan Eviews 13 dengan 

bantuan Microsoft Excel dengan menganalisis statistik deskriptif, uji pemilihan 

model, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, analisis regresi data panel, uji 

statistik F dan uji statistik t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan 

koneksi politik, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak. Secara parsial komisaris independen berpengaruh 
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terhadap agresivitas pajak. Sedangkan koneksi politik dan kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Kata kunci: Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, 

Agresivitas Pajak 

 

PENDAHULUAN 

Pajak meVrupakan kontribusi wajib yang dibayar oleVh masyarakat keV ne Vgara. 

PeVneVrimaan pajak dipe Vrole Vh neVgara dalam rangka untuk meVmeVnuhi 

beVrbagai ke Vpe Vrluan dan ke VpeVntingan dalam ne Vgara, seVpeVrti me VnyeVdiakan 

fasilitas umum untuk masyarakat, dan lain-lain (Nordiansyah et al., 2022)
.
 Pajak 

teVrmasuk dalam sumbe Vr peVneVrimaan teVrbe Vsar neVgara (PraseVtyo & Wulandari, 

2021). PeVrusahaan me Vmandang pajak se Vbagai salah satu jeVnis biaya tambahan 

yang dapat meVningkatkan keVuntungan. KareVna itu, peVrusahaan meVmutuskan 

untuk meVlakukan tindakan yang dapat meVngurangi be Vban pajak peVrusahaan. 

PeVreVncanaan pajak teVrdiri dari tindakan-tindakan yang me Vnunda, meVngurangi atau 

bahkan meVniadakan be Vban pajak (Lopo Martine Vz, A., & FeVrreVira, 2019). oleh 

karena itu itu peVrusahaan meVmbutuhkan suatu peVre Vncanaan pajak atau yang 

dise Vbut agreVsivitas pajak yang te Vpat agar peVrusahaan meVmbayar pajak se Ve Vfisie Vn 

mungkin seVpanjang hal teVrseVbut se Vsuai de Vngan aturan-aturan pe Vrpajakan yang 

be Vrlaku (Ida Hamadah, 2010).  

Gambar 1 Penerimaan Pajak Tahun 2017-2023 

 

Sumber: www.pajakku.com 

Informasi yang diambil dari (www.pajakku.com) menurut laporan Tax Justice 

http://www.pajakku.com/
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Network dalam The State of Tax Justice 2020, Indonesia mengalami kerugian 

sebesar 67,8 triliun atau US$ 4,78 miliar yang disebabkan oleh wajib pajak 

badan yang melakukam penghindaran pajak di Indonesia. Sedangkan sisanya 

US$ 78,83 juta berasal dari orang pribadi. Pada perusahaan multinasional 

mereka melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia 

pajak. Hal tersebut dilakukan agar tidak melaporkan jumlah keuntungan 

sebenarnya diperoleh dari tempat bisnis. Dengan demikian badan usaha yang 

melakukan praktik penghindaran pajak akhirnya membayar pajak lebih sedikit 

dari seharusnya. Salah satu perusahaan besar yaitu peVrusahaan peVrtambangan yang 

meVrupakan peVrusahaan high profil dengan tingkat se Vnsitif yang tinggi dan 

me Vnjadi sorotan masyarakat kare Vna tingkat opeVrasi peVrusahaan yang 

beVrjumlah be Vsar tidak seVcara khusus meVneVntang keVteVntuan pajak atau 

keVteVntuan pungutan lainnya yang diteVtapkan pe Vme Vrintah. PeVrusahaan 

Adaro E VneVrgy Tbk misalnya, pe Vrnah kalah areVna meVlakukan 

peVnghindaran pajak. Bisnis te VrseVbut be VrseVdia meVntransfe Vr keVuntungan keV 

Singapura, yang me Vrupakan ne Vgara beVrdaulat, seVbagai hasil dari anak yang 

diadopsi di sana. BeVrdasarkan laporan Global Witne Vss beVrjudul Taxing TimeVs 

for Adaro yang dirilis pada Juli 2019, PT Adaro EVneVrgy Tbk dikabarkan teVlah 

me Vngalihkan keVuntungan dari batubara yang ditambang di IndoneVsia. Hal ini 

untuk meVnghindari pajak di IndoneVsia (Me VrdeVka.com, 2019). Dari laporan itu 

diseVbutkan bahwa peVrseVroan me Vlalui anak usahanya di Singapura, CoaltradeV 

SeVrviceVs InteVrnational meVmbayar USD 125 juta atau le Vbih se Vdikit dari yang 

seVharusnya dilakukan di IndoneVsia. De Vngan me Vngalihkan le Vbih banyak dana 

me Vlalui teVmpat be Vbas pajak, Adaro mungkin te Vlah meVngurangi tagihan pajak 

IndoneVsia dan uang yang te Vrse Vdia untuk pe Vme Vrintah IndoneVsia untuk layanan-

layanan publik pe Vnting hampir USD 14 juta peVr tahun. Kasus ini meVnunjukkan 

bahwa tingkat keVpatuhan peVrusahaan seVktor e Vne Vrgy sangat meVmprihatinkan. 

KonsisteVnsi yang reVndah dalam me Vmbayar pajak me Vnunjukkan adanya indikasi 

praktik agreVsivitas pajak dari pe Vrusahaan pe Vrtambangan. Agre Vsivitas pajak 

peVrusahaan adalah suatu tindakan yang me Vre Vkayasa peVndapatan keVna pajak 

yang dirancang me Vlalui tindakan peVreVncanaan pajak (tax planning) baik 

meVnggunakan cara yang teVrgolong se Vcara le Vgal de Vngan meVlakukan peVnghindaran 
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pajak (tax avoidanceV) ataupun ileVgal deVngan me Vlakukan pe Vngge Vlapan pajak (tax 

eVvasion) (Hidayat & Muliasari, 2020). Agre Vsivitas pajak me Vrupakan praktik 

peVnghindaran pajak mulai dari peVreVncanaan le Vgal hingga peVreVncanaan ileVgal 

seVpe Vrti keVsalahan peVlaporan deVngan meVmanipulasi peVndapatan keVna pajak, 

meVnilai pe Vnge Vluaran teVrlalu tinggi, hingga meVlanggar aturan peVrpajakan yang 

beVrlaku (Dhahri, 2021). Faktor pe Vrtama yang me Vmpe Vngaruhi agreVsivitas 

pajak yaitu kone Vksi politik. Kone Vksi politik meVrupakan se Vbuah hubungan 

antara pimpinan peVrusahaan yakni dire Vksi atau komisaris de Vngan 

pe Vme Vrintah. Hubungan yang dimaksud ialah dire Vksi atau komisaris dalam 

peVrusahaan pe Vrnah me Vnjabat atau me Vmiliki reVlasi di suatu le Vmbaga 

peVme Vrintah. Apabila suatu peVrusahaan meVmiliki kone Vksi politik maka akan 

meVndapatkan peVrlindungan dari pe Vme Vrintah, meVmiliki risiko peVmeVriksaan pajak 

yang reVndah se Vrta me Vndapatkan ke Vle Vluasaan untuk meVmpeVroleVh pinjaman 

modal (Fadillah & Lingga, 2021). Be VbeVrapa pe Vne Vlitian teVrdahulu meVmbahas 

peVngaruh koneVksi politik te Vrhadap agre Vsivitas pajak. Me Vnurut pe Vne Vlitian dari 

Fadillah & Lingga (2021) meVnunjukkan bahwa koneVksi politik be VrpeVngaruh 

positif teVrhadap agreVsivitas pajak kareVna kone Vksi politik seVringkali 

dimanfaatkan ole Vh peVrusahaan untuk meVngurangi sanksi pajak, keVmungkinan 

peVme Vriksaan pajak dan lain seVbagainya yang meVnguntungkan peVrusahaan meVlalui 

pe Vne Vmpatan orang yang meVmiliki reVlasi deVngan pe Vme Vrintah keV dalam jabatan 

strateVgis seVpeVrti komisaris atau de Vwan direVksi. Namun beVrbeVda de Vngan 

pe Vne Vlitian dari Harsono & Gitasari (2021) yang me Vnunjukkan bahwa koneVksi 

politik beVrpeVngaruh neVgatif teVrhadap agreVsivitas pajak. Se Vlain itu, 

pe Vne Vlitian dari Solikin & Slame Vt (2022) juga me Vnunjukkan bahwa kone Vksi 

politik tidak beVrpe Vngaruh te Vrhadap agreVsivitas pajak. Faktor ke Vdua yang 

me VmpeVngaruhi agreVsivitas pajak adalah ke Vpe Vmilikan institusional. 

Ke Vpe Vmilikan institusional me Vrupakan keVpe Vmilikan saham oleVh 

pe Vme Vrintah, institusi ke Vuangan, intitusi beVrbadan hukum, institusi luar 

neVgeVri, dan dana pe Vrwalian seVrta institusi lainnya (Azmi & Ramadhani, 2019). 

InveVstor institusional dapat meVmpe Vngaruhi manaje Vme Vn peVrusahaan dan dapat 

me Vnye Vlaraskan keVpe Vntingan manaje Vme Vn deVngan pe Vme Vgang saham. Ke Vputusan 

yang diambil manajeVmeVn akan se Vsuai de Vngan keVinginan pihak Institusional 
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dan peVrusahaan akan meVmatuhi se Vgala pe Vrintah teVrmasuk dalam me Vlakukan 

tindakan agre Vsivitas pajak de Vngan me Vminimalkan be Vban pajak untuk 

meVndapat keVuntungan yang leVbih be Vsar bagi pihak Institusional. Me Vnurut 

pe Vne Vlitian dari (Windi Anisah & EVnan Trivansyah Sastri, 2023) seVrta 

peVne Vlitian dari Latifah eVt al., (2024) meVnunjukkan bahwa ke Vpe Vmilikan 

institusional tidak be VrpeVngaruh signifikan te Vrhadap agreVsivitas pajak yang mana 

deVngan adanya ke VpeVmilikan institusional justru akan meVmbeVrikan pe Vtunjuk 

pe Vdoman yang kuat pada tata keVlola yang baik dan meVngurangi peVluang 

teVrjadinya agreVsivitas pajak. Hal ini tidak se Vjalan deVngan peVneVlitian dari 

Romadhina (2023) yang meVnunjukkan bahwa keVpe Vmilikan institusional 

be Vrpe Vngaruh positif te Vrhadap agreVsivitas pajak kareVna pihak institusional 

me Vnuntut untuk meVlakukan peVngoptimalan laba. Faktor lain yang me Vningkatkan 

agre Vsivitas pajak adalah komisaris indeVpeVndeVn dimana komposisi deVwan 

komisaris te Vrdiri dari inside Vr dan outsideVr (Dhahri, 2021). Komposisi de Vwan 

dalam struktur deVwan komisaris se Vbuah peVrusahaan seVbaiknya me Vrupakan 

gabungan insideVr dan outside Vr yang proporsional. Pihak insideVr peVrusahaan 

yang dimaksud pe VneVlitian ini adalah pihak yang me Vnge Vrti me VngeVnai opeVrasi 

peVrusahaan seVhari- hari, seVpe Vrti e Vkse Vkutif peVrusahaan, karyawan peVrusahaan dan 

karyawan peVnsiunan. SeVdangkan pihak outsideVr (komisaris inde Vpe Vnde Vn) yang 

dimaksud adalah pihak yang tidak te Vrlibat langsung de Vngan jalannya ope Vrasi 

peVrusahaan dan beVrsifat indeVpe Vnde Vn. BeVbeVrapa pe Vne Vlitian teVrdahulu meVmbahas 

peVngaruh komisaris inde VpeVnde Vn teVrhadap agreVsivitas pajak. MeVnurut pe Vne Vlitian 

dari Lutfia eVt al., (2023) meVnunjukkan bahwa komisaris indeVpe Vnde Vn beVrpe Vngaruh 

neVgatif te Vrhadap agreVsivitas pajak. Se Vme Vntara pe VneVlitian dari Hidayat & 

Muliasari (2020) me Vnunjukkan bahwa komisaris indeVpeVndeVn be Vrpe Vngaruh 

positif te Vrhadap agreVsivitas pajak. Se Vmakin be Vsar proporsi komisaris 

inde Vpe Vnde Vn, se Vmakin be Vsar keVmungkinan peVrusahaan akan meVlakukan 

agreVsivitas pajak. BeVrdasarkan feVnomeVna yang teVrjadi, uraian te Vori dan 

pe Vne Vlitian teVrdahulu terdapat inkonsistensi, maka peneliti me Vncoba meneliti 

ke Vmbali faktor yang meVmpe Vngaruhi agreVsivitas pajak deVngan meVnggunakan 

kone Vksi politik, kepemilikan institusional dan komisaris indeVpeVnde Vn seVbagai 

variabeVl inde Vpe VndeVn dan agreVsivitas pajak seVbagai variabe Vl deVpeVndeVn maka 
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peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. 

 

TELAAH LITERATUR 

Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk memanipulasi pendapatan 

kena pajak yang bersifat legal atau ilegal bertujuan untuk meminimalkan beban 

pajak. Tindakan agresif pajak tidak selalu berasal dari ketidakpatuhan terhadap 

peraturan perpajakan. Mengambil tindakan agresif dalam keputusan manajemen 

perusahaan seluruh indonesia bertujuan untuk mengurangi biaya pajak 

perusahaan. Sementara, perusahaan akan mendapat biaya dan keuntungan yang 

sangat besar jika mengambil tindakan agresif secara aktif (Hilmi et al., 2021). 

Agresivitas pajak perusahaan diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR). 

Apabila nilai ETR besar bisa jadi perusahaan melakukan tindakan penghindaran 

pajak semakin kecil, jika semakin kecil nilai ETR maka penghindaran pajaknya 

semakin besar, pengukuran ini dapat menggambarkan perusahaan melakukan 

tindakan agresivitas pajak atau tidak dalam bisnisnya. Rumus perhitungan ETR 

yang digunakan: 
 

 

 

Koneksi Politik 

Koneksi politik merupakan sebuah hubungan antara pimpinan perusahaan yakni 

direksi atau komisaris dengan pemerintah. Hubungan yang dimaksud ialah 

direksi atau komisaris dalam perusahaan pernah menjabat atau memiliki relasi di 

suatu lembaga pemerintah. Apabila suatu perusahaan memiliki koneksi politik 

maka akan mendapatkan perlidungan dari pemerintah, memiliki risiko 

pemeriksaan pajak yang rendah serta mendapatkan keleluasaan untuk 

memperoleh pinjaman modal (Fadillah & Lingga, 2021). Tentunya hal ini akan 

membuat manajemen perusahaan akan bertindak opportunistic dengan 

memanfaatkan hubungan dengan pemerintah untuk melakukan agresivitas pajak. 

Menurut Sumingtio et al., (2022) perusahaan yang memiliki koneksi politik 

Beban Pajak Penghasilan 

ETR  = 

Laba Sebelum Pajak 
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umumnya sering melakukan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan 

mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan risiko pemeriksaan pajak yang 

rendah (Sumingtio et al., 2022). Perusahaan yang memiliki koneksi politik 

umumnya sering kali melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan 

perusahaan agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga 

memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya. 

Selain dari pada itu koneksi politik juga membantu perusahaan mendapatkan 

informasi perubahan peraturan perpajakan pada masa yang akan datang. Tidak 

hanya itu, bahwa koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk 

mendapatkan akses ke pemerintah pusat (Wicaksono, 2017). 

 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu 

institusi seperti pemerintah, investor asing, perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan institusi lainnya yang diukur dengan persentase saham 

yang dimilikinya. Dengan adanya investor institusional maka mekanisme 

pengawasan dalam setiap pengambilan keputusan oleh manajemen menjadi lebih 

efektif. Pengawasan oleh investor institusional juga bertujuan untuk menjamin 

kemakmuran pemegang saham (Hernawati, 2018). Dengan adanya 

kepemilikan saham oleh pihak institusional di suatu perusahaan dapat 

mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah pihak yang seharusnya tidak dapat diintervensi 

dan diketahui keberadaannya karena berdiri sebagai pihak netral antara agent 

dan principal (Mulyadi et al., 2021). Memiliki proporsi komisaris independen 
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paling sedikit 30% dari dewan komisaris merupakan salah satu syarat yang harus 

dipenuhi perusahaan dalam melakukan pencatatan saham. Proporsi komisaris 

independen mengacu pada peraturan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek 

Jakarta Nomor Kep- 305/BEJ/07- 2004. Komisaris independen yang tidak 

memiliki latar belakang pendidikan ekonomi secara khusus tentang perpajakan 

tidak memberikan dampak kepada kegiatan agresivitas pajak (Nordiansyah et 

al., 2022). Komisaris independen yang baik akan memastikan perusahaan 

menjalankan seluruh peraturan yang diberlakukan termasuk peraturan 

perpajakan. Studi menunjukkan bahwa jumlah pihak independen yang tinggi 

dalam perusahaan akan membuat mereka lebih cenderung mematuhi peraturan 

perpajakan (Setyawan et al., 2019). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, 

dapat di simpulkan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan 

komisaris yang diangkat berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) 

berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai 

perusahaan, yang memiliki tujuan sebagai pengawas serta memiliki tugas 

memberikan nasihat dan dapat menjadi penengah apabila terjadi konflik demi 

kepentingan perusahaan. Pengukuran komisaris independent dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 
 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitafif asosiatif. 

PeVneVlitian ini be Vrfokus pada peVrusahaan se Vktor eVneVrgi tahun 2019-2023 yang 

teVrdaftar dalam Bursa EVfeVk IndoneVsia (BEVI). PeVrusahaan seVktor eVneVrgi adalah 

peVrusahaan yang me Vncakup peVrusahaan peVrtambangan minyak bumi, gas alam, 

batu bara, dan eVneVrgi alteVrnatif. PeVrusahaan seVktor eVneVrgi me Vrupakan 

peVnce Vtus pasar di BEVI yang juga te Vrmasuk salah satu pe Vluang te Vrbe Vsar dalam 

meVndorong pe Vre Vkonomian nasional. ObjeVk peVne Vlitian yang digunakan adalah 

Laporan Ke Vuangan Tahunan tahun 2019 – 2023 yang dapat dipe VroleVh dari 
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webiste BEI yaitu www.idx.co.id dan websiteV dari masing-masing peVrusahaan. 

metode pengambilan sampel dalam penelitian ini meVnggunakan metodeV 

purposiveV sampling, yang mana peVmilihan sampeVl dilakukan beVrdasarkan kriteVria 

yang reVle Vvan seVsuai yang dibutuhkan dalam peVne Vlitian. BeVrikut adalah krite Vria 

yang digunakan untuk pe Vngambilan sampe Vl: 

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode penelitian tahun 2019-2023. 

2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan menggunakan 

mata uang dollar (US). 

3. Perusahaan sektor energi yang mempublikasikan laporan keuangan secara 

lengkap selama tahun 2019-2023. 

4. Perusahaan yang mengalami laba pada tahun 2019-2023. 

Setelah melalui pemenuhan kriteria diatas, dari 87 perusahaan sektor energi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperoleh 14 sampel perusahaan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian 

 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADRO PT Adaro EVne Vrgy IndoneVsia Tbk 

2 BIPI PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk 

3 GEVMS PT Golde Vn EVne Vrgy MineVs Tbk 

4 ITMA PT SumbeVr EVne Vrgi Andalan Tbk 

5 ITMG PT Indo Tambangraya MeVgah Tbk 

6 MBAP PT Mitrabara AdipeVrdana Tbk 

7 MYOH PT Samindo Re Vsource Vs Tbk 

8 PSSI PT IMC PeVlita Logistik Tbk 

9 PTRO PT PeVtroseVa Tbk 

10 RAJA PT Rukun Raharja Tbk 

11 SHIP PT Sillo MaritimeV Pe Vrdana Tbk 

12 SOCI PT SoeVchi Line Vs Tbk 

13 TOBA PT TBS EVne Vrgi Utama Tbk 

http://www.idx.co.id/
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Y = α + β₁ X₁ + β₂ X₂ + β₃ X₃ 
+ e 

14 TPMA PT Trans Powe Vr Marine V Tbk 

 

 

Teknik analisis yang dipakai yaitu analisi linear berganda. Analisis regresi linear 

berganda adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengujian 

regresi linear berganda digunakan untuk melihat hubungan antara variabel 

dependen (Y) dengan dua atau lebih variabel independen (X1,X2,X3) untuk 

melihat apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel, seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

Y  : Variabel Dependen (Agresivitas Pajak) 

α  : Nilai Konstanta  

β1, β2, β3 : Koefisien Regresi 

X1  : Variabel Independen X1 (Koneksi Politik) 

X2  : Variabel Independen X2 (Kepemilikan Institusional)  

X3  : Variabel Independen X3 (KomisarisIndependen) 

e  : Tingkat Kesalahan (error) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 

VariableV CoeVfficieVnt Std. EVrror t-Statistic Prob. 

C 0.090529 0.084155 1.075730 0.2860 

X1 -0.021095 0.027594 -0.764482 0.4473 

X2 -0.071143 0.094651 -0.751637 0.4549 

X3 0.410739 0.084799 4.843655 0.0000 

Sumber: hasil output e-view versi 13 
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Berdasarkan hasil analisis, konstanta sebesar 0,090529 menunjukkan bahwa 

agresivitas pajak akan berada pada nilai tersebut apabila variabel koneksi politik, 

kepemilikan institusional, dan komisaris independen bernilai nol. Koneksi politik 

dan kepemilikan institusional masing-masing memiliki koefisien negatif, yaitu - 

0,021095 dan -0,071143, yang berarti keduanya berpengaruh menurunkan 

agresivitas pajak. Sebaliknya, komisaris independen memiliki koefisien positif 

sebesar 0,410739, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris 

independen, maka agresivitas pajak cenderung meningkat. 

Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

VariableV CoeVfficieVnt Std. EVrror t-Statistic Prob. 

C 0.090529 0.084155 1.075730 0.2860 

X1 -0.021095 0.027594 -0.764482 0.4473 

X2 -0.071143 0.094651 -0.751637 0.4549 

X3 0.410739 0.084799 4.843655 0.0000 

SumbeVr: Hasil Output e-view versi 13 

Dalam pe Vngujian ini, banyaknya jumlah data dalam peVngamatan yaitu n = 70 data, 

jumlah variabe Vl deVpeVndeVn dan variabe Vl indeVpeVndeVn yaitu k = 4, maka deVgreVeV of 

freedom (df) = n - k atau 70 - 4 = 66. Uji t dilakukan de Vngan me Vmbandingkan thitung 

de Vngan ttabeVl. Dengan uji 2 sisi dipeVroleVh hasil untuk ttabeVl yaitu seVbeVsar 1.66827 

de Vngan taraf signifikansi 5% atau (0,05). VariabeVl kone Vksi politik me Vmiliki 

nilai thitung se Vbe Vsar -0.764482 dan nilai ttabeVl se VbeVsar 1.66827. Nilai thitung le Vbih 

keVcil dari nilai ttabeVl atau -0.764482 < 1.66827 dan nilai probabilitas leVbih be Vsar 

dari taraf signifikansi atau 0.4473 > 0.05, maka H0 dite Vrima dan Ha ditolak yang 

artinya variabe Vl koneVksi politik tidak meVmiliki pe Vngaruh yang signifikan 

teVrhadap agreVsivitas pajak. Variabe Vl ke Vpe Vmilikan institusional meVmiliki nilai 

thitung seVbeVsar -0.764482 dan nilai ttabe Vl se Vbe Vsar 1.66827. Nilai thitung leVbih keVcil 

dari nilai ttabe Vl atau -0.751637 < 1.66827 dan nilai probabilitas le Vbih be Vsar dari 

taraf signifikansi atau 0.4549 > 0.05, maka H0 dite Vrima dan Ha ditolak yang 

artinya variabeVl ke Vpe Vmilikan institusional tidak me Vmiliki peVngaruh yang 

signifikan te Vrhadap agre Vsivitas pajak. Variabe Vl komisaris inde Vpe Vnde Vn me Vmiliki 

nilai thitung se Vbe Vsar 4.843655 dan nilai ttabeVl se VbeVsar 1.66827. Nilai thitung leVbih 
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be Vsar dari nilai ttabeVl atau 4.843655 > 1.66827 dan nilai probabilitas leVbih ke Vcil dari 

taraf signifikansi atau 0.0000 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha dite Vrima yang artinya 

variabe Vl komisaris indeVpeVndeVn be Vrpe Vngaruh signifikan positif te Vrhadap 

agreVsivitas pajak. 

 

Tabel 4 Hasil Uji Simultan (Uji f) 

 

 

SumbeVr: Hasil Output e-view versi 13 

 

Be Vrdasarkan hasil uji f diatas, dapat dilihat nilai untuk Fhitung se Vbe Vsar 7.983986 dan 

nilai prob F-statistic seVbeVsar 0.000128. Untuk meVncari nilai FtabeVl dapat dilakukan 

deVngan meVlihat pada tableV F statistic. Untuk df peVmbilang (N1) = k - 1 atau 4 - 1 = 

3, untuk df peVnyeVbut (N2) = n - (k - 1) atau 70 - 3 = 67. De Vngan taraf signifikansi 

5% atau 0.05, hasil FtabeVl = 2.74. Be Vrdasarkan hasil peVneVlitian ini nilai Fhitung 

leVbih be Vsar dari FtabeVl atau 7.983986 > 2.74 dan nilai probabilitas leVbih ke Vcil 

dari taraf signifikansi atau 0.000128 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diteVrima 

yang artinya variabe Vl koneVksi politik, keVpe Vmilikan institusional, dan komisaris 

indeVpeVnde Vn se Vcara simultan beVrpe Vngaruh signifikan te Vrhadap agre Vsivitas pajak. 

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 

 

R-squareVd 0.266275 MeVan deVpeVndeVnt var 0.070765 

AdjusteVd R-squareVd 0.232924 S.D. deVpeVndeVnt var 0.078859 

S.EV. of reVgreVssion 0.069067 Sum squareVd reVsid 0.314833 

F-statistic 7.983986 Durbin-Watson stat 1.884200 

Prob(F-statistic) 0.000128   

SumbeVr: Hasil Output e-view versi 13 

Be Vrdasarkan hasil uji koe Vfisie Vn deVte Vrminasi diatas, nilai untuk Adjust R-square Vd 

seVbeVsar 0.232924, hasil ini me Vnunjukkan bahwa variabeVl kone Vksi politik, 

ke Vpe Vmilikan institusional, dan komisaris indeVpeVndeVn me Vnje Vlaskan variabeVl 
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deVpeVndeVn agreVsivitas pajak seVbeVsar 23,2%, dan sisanya 76,8% dijeVlaskan oleVh 

variabeVl lain yang tidak dianalisis dalam peVne Vlitian ini. 

 

Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris 

Independen Terhadap Agresivitas Pajak 

Be Vrdasarkan hasil pe Vne Vlitian dalam uji f nilai Fhitung le Vbih be Vsar dari FtabeVl atau 

7.983986 > 2.74 dan nilai probabilitas leVbih keVcil dari taraf signifikansi atau 

0.000128 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diteVrima yang artinya variabeVl kone Vksi 

politik, keVpe Vmilikan institusional, dan komisaris indeVpeVndeVn se Vcara simultan 

be VrpeVngaruh signifikan teVrhadap agreVsivitas pajak. De Vngan deVmikian, hipoteVsis 

pe Vrtama (H1) yang meVnyatakan bahwa kone Vksi politik, keVpe Vmilikan institusional, 

dan komisaris inde Vpe Vnde Vn seVcara simultan beVrpeVngaruh teVrhadap agreVsivitas pajak, 

dapat dite Vrima seVcara statistik. 

 

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak 

Be Vrdasarkan hasil uji t diatas, dike Vtahui nilai nilai probabilitas untuk kone Vksi politik 

adalah se Vbe Vsar 0.4473, leVbih be Vsar dari taraf signifikansi atau 0.4473 > 0.05. Hal ini 

me Vnunjukkan bahwa data yang digunakan dalam peVne Vlitian tidak dapat untuk 

me Vnyatakan bahwa koneVksi politik be Vrpe Vngaruh teVrhadap agreVsivitas pajak. 

Se Vhingga dapat disimpulkan bahwa hipoteVsis ke Vdua (H2) yang me Vnyatakan bahwa 

koneVksi politik beVrpeVngaruh teVrhadap agreVsivitas pajak ditolak. Hasil peVne Vlitian ini 

se Vjalan de Vngan pe Vne Vlitian yang dilakukan ole Vh Harsono & Gitasari (2021) yang 

meVnyatakan bahwa koneVksi politik beVrpeVngaruh neVgatif teVrhadap agreVsivitas pajak. 

Kone Vksi politik meVmang dapat me VmbeVrikan keVuntungan bagi peVrusahaan, teVtapi 

peVrusahaan peVrlu untuk meVmikirkan dampak keV deVpannya. PeVrusahaan harus dapat 

me Vmpe Vrtahankan prinsip going conce Vrn. Kone Vksi politik dapat me VmbeVrikan citra 

buruk bagi peVrusahaan dalam jangka panjang seVhingga dapat meVnurunkan tingkat 

keVpeVrcayaan stakeVholdeVrs. Citra yang buruk bagi peVrusahaan akan meVnimbulkan 

keVrugian. Adanya keVpe Vmilikan saham oleVh peVmeVrintah, baik itu pe Vme Vrintah daeVrah 

maupun pe Vme Vrintah pusat, yang me Vmbuat peVrusahaan me Vmiliki kone Vksi politik 

tidak lantas meVmbuat peVrusahaan meVndapat pe Vrlakuan istime Vwa seVpeVrti 

pe Vnghindaran pe Vme Vriksaan pajak. 
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Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak 

Be Vrdasarkan hasil uji t diatas, dikeVtahui nilai nilai probabilitas untuk ke VpeVmilikan 

institusional adalah se Vbe Vsar 0.4549, le Vbih be Vsar dari taraf signifikansi atau 0. 4549 

> 0.05, maka H0 diteVrima dan Ha ditolak yang artinya variabe Vl ke VpeVmilikan 

institusional tidak meVmiliki pe Vngaruh yang signifikan te Vrhadap agre Vsivitas pajak. 

Se Vhingga dapat disimpulkan bahwa hipote Vsis ke Vtiga (H3) yang meVnyatakan bahwa 

ke Vpe Vmilikan institusional be Vrpe Vngaruh te Vrhadap greVsivitas pajak ditolak. Hasil 

pe Vne Vlitian ini seVjalan deVngan pe Vne Vitian yang dilakukan oleVh Windi Anisah & EVnan 

Trivansyah Sastri (2023) seVrta pe VneVlitian dari Latifah eVt al. (2024) yang meVnyatakan 

bahwa ke Vpe Vmilikan institusional tidak be Vrpe Vngaruh signifikan teVrhadap agreVsivitas 

pajak. DeVngan adanya keVpeVmilikan institusional justru akan meVmbeVrikan peVtunjuk 

pe Vdoman yang kuat pada tata keVlola yang baik dan meVngurangi pe Vluang teVrjadinya 

agreVsivitas pajak. BeVbeVrapa pe Vmilik institusional mungkin meVndukung strateVgi 

agreVsivitas pajak untuk meVningkatkan keVuntungan dan peVnge Vmbalian inveVstasi, 

teVtapi be Vbe Vrapa lainnya juga mungkin meVnghindari risiko hukum dan re Vputasi yang 

bisa timbul dari strateVgi pajak yang te Vrlalu agreVsif. 

 

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak 

Be Vrdasarkan hasil uji t diatas, dikeVtahui nilai nilai probabilitas untuk komisaris 

indeVpeVnde Vn adalah se VbeVsar 0.0000, le Vbih be Vsar dari taraf signifikansi atau 0. 0000 < 

0.05, maka H0 ditolak dan Ha dite Vrima yang artinya variabe Vl komisaris 

indeVpeVndeVn be Vrpe Vngaruh signifikan teVrhadap agreVsivitas pajak. SeVhingga 

dapat disimpulkan bahwa hipote Vsis keVeVmpat (H4) yang meVnyatakan bahwa 

keVpeVmilikan institusional be VrpeVngaruh te Vrhadap greVsivitas pajak dapat 

diteVrima. Hasil pe Vne Vlitian ini se Vjalan deVngan peVne Vlitian yang dilakukan oleVh 

Hidayat & Muliasari (2020) yang meVnyatakan bahwa komisaris inde VpeVndeVn 

beVrpe Vngaruh positif teVrhadap agreVsivitas pajak. Komisaris indeVpeVndeVn 

me Vmbe Vrikan nilai tambah bagi peVrusahaan kare Vna me VreVka be Vrpe Vran 

se Vbagai pihak profe Vsional yang meVngawasi kompeVtisi antara manajeVmeVn 

leVveVl tinggi di peVrusahaan. 
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SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik, 

kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak, 

baik secara simultan maupun parsial, pada perusahaan sektor energi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Dengan 

menggunakan analisis regresi data panel terhadap 14 perusahaan sampel, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun secara parsial, hanya komisaris 

independen yang berpengaruh signifikan, sementara koneksi politik dan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, 

disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas periode penelitian, 

mempertimbangkan variabel lain, dan bagi perusahaan, pemerintah, serta 

investor agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas 

pajak. 
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